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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 17 TAHUN 2017
TENTANG
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT USIA

UMUM

Lanjut wusia memiliki kemampuan dan pengalaman dalam
mengarungi kehidupan bermasyarakat. Kemampuan dan pengalaman
tersebut akan bermanfaat apabila digunakan dalam aspek kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Lanjut usia mempunyai hak
dan kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya dalam segala
aspek kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998
tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dan Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan
Lanjut usia, telah memuat tentang berbagai upaya untuk meningkatkan
derajat kesejahteraan lanjut wusia baik melalui pembinaan,
pemberdayaan, pelayanan, bantuan sosial dan jaminan sosial dan
sebagainya, semuanya itu diharapkan mampu meningkatkan martabat
manusia, karena diharapkan Lanjut Usia dapat tumbuh kepercayaan
dirinya dan dapat keluar dari lingkaran ketergantungan dan berkembang
secara mandiri, sehingga semakin berperan dan berkembang di dalam
lingkungan masyarakatnya.

Peran Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan dunia usaha
menjadi tumpuan bagi kemandirian Lanjut Usia Potensial maupun
Lanjut Usia Tidak Potensial untuk meningkatkan derajat kesejahteraan
mereka. Peran yang sangat penting dan mulia ini, dapat terwujud dan
terlaksana, apabila semua steakholders berkomitmen untuk itu. Oleh
karena itu, diperlukan payung hukum berupa Peraturan Daerah yang
mampu mengakomodir semua permasalahan terkait dengan
kesejahteraan sosial lanjut usia, mampu memberikan layanan terpadu
dan holistik dan komprehensif, dan secara tegas memberikan mandat
kepada lembaga untuk melakukan koordinasi kebijakan, pembinaan dan
pengawasan, dan mandat kepada lembaga untuk memberikan
pelayanan. Selain itu, Peraturan Daerah juga dapat membuka
keterlibatan institusi non pemerintah dan masyarakat untuk berperan
serta dalam peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia.

Tujuan pengaturan kesejahteraan sosial lanjut wusia untuk
memenuhi kebutuhan fisik, kebutuhan mental, kebutuhan sosial serta
memberi perlindungan dan memberdayakan potensinya, sehingga lanjut
usia memiliki kehidupan yang berguna, berkualitas dan dapat
memperpanjang usia harapan hidup pada masa produktif, mencapai
kemandirian serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha
Esa.
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PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Bimbingan keagamaan dimaksudkan untuk
memberikan tuntunan dan pegangan hidup serta
ketenangan bagi Lanjut usia di han tuanya agar lebih
memantapkan keyakinan sesuai dengan agama dan
kepercayaan masing-masing antara lain: berupa
pengajian, ceramah, siraman rohani dan sebagainya.
Huruf b
Penyediaan aksesibilitas pada tempat-tempat
peribadatan dimaksudkan agar dalam membangun
tempat beribadah seperti masjid, gereja, pura, wihara
dan tempat ibadah lainnya perlu memperhatikan
kemudahan bagi Lanjut usia dalam melaksanakan
ibadah.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.



Pasal 10
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Ayat (1)

Perilaku hidup bersih dan sehat adalah semua perilaku
kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota
keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di
bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan
kesehatan di masyarakat. Contoh perilaku hidup bersih dan
sehat antara lain : makan makanan bergizi, mengkonsumsi
multi vitamin, istirahat yang cukup, membersihkan
lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, mampu
mengendalikan emosi, dan lain sebagainya.

Ayat (2)

Huruf a

Penyuluhan dan penyebarluasan inforrnasi kesehatan
diutamakan pada pencegahan penyakit.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “geriatrik” adalah suatu ilmu
yang mempelajari penyakit lanjut usia (degeneratif).

Huruf ¢

Yang dimaksud dengan “penyakit terminal” adalah
penyakit yang tidak bisa disembuhkan.

Hurufd

Yang dimaksud dengan “Pusat Kesehatan Masyarakat
(Puskesmas) Santun Lanjut Usia” adalah puskesmas
yang melaksanakan pelayanan kesehatan kepada pra
lansia dan lansia yang meliputi pelayanan promotif,
preventif, kuratif dan rehabilitatif yang lebih
menekankan unsur proaktif, kemudahan proses
pelayanan, santun, sesuai standar pelayanan dan kerja
sama dengan unsur lintas sektor. Dengan demikian
maka program lansia tidak terbatas pada pelayanan
kesehatan di klinik saja, tetapi juga pelayanan
kesehatan luar gedung dan pemberdayaan masyarakat.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pasal 11

Cukup jelas.

Ayat (1)

Ketentuan ini disamping untuk memberikan kesempatan
kepada lanjut wusia untuk bekerja sesual dengan
pengetahuan, keahlian, dan kemampuannya, juga
dimaksudkan agar lanjut usia tersebut dapat mengalihkan
keahlian dan kemampuannya kepada generasi penerus.
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Ayat (2)

Yang dimaksud dengan sektor formal merupakan bidang
usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa yang diatur
secara normative. Sektor non formal merupakan bentuk
usaha yang mandiri dan tidak terikat secara resmi dengan
aturan-aturan normatif.

Ayat (3)

Pasal 12

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penumbuhan iklim wusaha telah diatur dalam berbagai
peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah,
antara lain peraturan perundang-undangan tentang usaha
mikro kecil dan menengah.

Pelaksanaan penumbuhan iklim usaha bagi Lanjut usia di
dasarkan pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan
pemerintah yang ada dan juga disesuaikan dengan kondisi
fisik, mental dan sosial serta lingkungan Lanjut usia.

Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Huruf a
Yang dimaksud dengan “pelayanan administrasi” adalah
kemudahan bagi lanjut usia dalam urusan administrasi
antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP) seumur hidup,
pelayanan membayar pajak, pengambilan uang, dan
pelayanan kesehatan.
Huruf b

Kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya
merupakan suatu penghargaan bagi lanjut usia yang akan
menikmati dan/atau memenuhi berbagai kebutuhan baik
transportasi maupun akomodasi seperti tiket (bus, kereta api,
pesawat, kapal laut) dan penginapan.
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Huruf ¢

Kemudahan dalam melakukan perjalanan merupakan suatu
penyediaan fasilitas bagi lanjut usia, dalam bentuk antara lain
penyediaan loket khusus, tempat duduk khusus dan
pariwisata khusus agar mereka tidak mendapat hambatan
dalam melakukan perjalanan seperti melaksanakan ibadah,
ziarah atau wisata.

Hurufd

Penyediaan fasilitas rekreasi dan olah raga khusus
dimaksudkan sebagal upaya untuk memberikan rasa tenang,
bahagia, dan kebugaran kepada lanjut usia agar dapat
mengisi waktu luang dengan menikmati rekreasi dan olah
raga yang secara khusus disediakan baginya.

Huruf e
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksudkan dengan “penyediaan informasi”
adalah pemasangan tulisan-tulisan sebagi himbauan
untuk mendahulukan perjalanan seperti di stasiun,
danterminal.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22

Cukup jelas.
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Pasal 23
Ayat (1)
Huruf a

Jenis bangunan umum :

a. bangunan perkantoran untuk pelayanan umum
seperti  bank, kantor pos dan bangunan
administrasi;

b. bangunan perdagangan seperti pertokoan, pasar
swalayan dan mall;

c. bangunan pelayanan transportasi seperti terminal
dan bandara;

d. bangunan pelayanan kesehatan seperti rumah sakit
dan klinik;

e. bangunan keagamaan dan peribadatan;
bangunan pendidikan seperti museum dan
perpustakaan;

g. bangunan pertunjukan, pertemuan dan hiburan
seperti bioskop, gedung konfrensi dan rekreasi;

h. bangunan restoran seperti rumah makan dan
rekreasi;

i. bangunan hunian misal seperti hotel, apartemen,
dan panti werdha; dan

j. fasilitas umum seperti taman, kebun binatang,
pemakaman, dan tempat sejenisnya.

Huruf b

Cukup jelas.
Huruf c

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pelayanan informasi adalah pelayanan yang diberikan
oleh lembaga pemenntah, swasta maupun masyarakat,
terkait, dengan berbagal informasi yang diperlukan oleh
para lanjut usia, informasi yang terkait dengan prosedur
penggunaan fasilitas publik oleh lanjut usia dan lain-
lain.

Huruf b

Pelayanan khusus bagi lanjut usia dapat meliputi
pelayanan dalam bentuk petunjuk-petunjuk khusus
pada berbagai fasilitas publik, pelayanan pemanduan
dalam penggunaan fasilitas publik.
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Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Ayat (1)
Melindungi dan memberikan rasa aman pada lanjut usia
dimaksudkan memberikan suasana yang nyaman, tentram,
terhindar dan berbagai perasaan stress, depresi, rendah diri,
terkucil, terisolasi atau bentuk gangguan sosial lainnya akibat
tekanan-tekanan sosial maupun proses peradilan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Ayat (1)
Perlindungan bagi Lanjut usia dapat diselenggarakan baik di
dalam maupun di luar panti sosial oleh pemerintah atau
masyarakat dalam kurun waktu tak terbatas sampai lanjut
usia tersebut meninggal dunia.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Hurufd

Huruf e

Yang dimaksud “LKSU” adalah organisasi sosial atau
perkumpulan sosial yang melaksanakan
penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk
oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun
yang tidak berbadan hukum.

Cukup jelas.
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Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “pelayanan harian lanjut
usia” adalah suatu model pelayanan sosial yang
disediakan bagi lanjut wusia, bersifat sementara,
dilaksanakan pada siang hari di dalam atau di luar
panti dalam waktu maksimal 8 (delapan) jam, dan
tidak menginap, yang dikelola oleh Pemerintah atau
masyarakat secara profesional.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
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